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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di muka, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai

berikut:

1. Langkah-langkah Polri dalam melakukan pengawasan penyalahgunaan senjata

api bagi warga sipil dilakukan secara menyeluruh oleh aparat kepolisian dari

tingkat Polsek, Polres, Polwil, Polda hingga Mabes Polri agar warga sipil

yang memiliki dan menggunakan senjata api tersebut dapat dipantau dan

diawasi secara ketat, yaitu:

a. Memonitoring dan mengawasi para pemilik senjata api secara berkala.

b. Melakukan latihan menembak bagi warga sipil secara teratur.

c. Melakukan tes psikologi untuk mengetahui kondisi pemilik senjata api

yang bertujuan agar senjata api tersebut tidak disalahgunakan.

d. Memeriksa keberadaan senjata api secara rutin dan berkala mengenai

keberadaan senjata api yang dikuasai oleh warga sipil agar tidak

disalahgunakan dan dipindah tangankan.

e. Melakukan proses hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata api.

2. Tindakan yang diambil oleh Polri terhadap penyalahgunaan kepemilikan

senjata api oleh warga sipil, meliputi tindakan preventif (pencegahan) dengan

melakukan razia-razia dan juga operasi secara rutin dan khusus ditempat-
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tempat hiburan atau tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat melakukan

jual beli senjata api. Sedangkan tindakan represif yaitu dengan memproses

pelaku melalui jalur hukum bagi warga sipil yang terbukti melakukan

penyalahgunaan senjata api tersebut dan pencabutan izin kepemilikan senjata

api seta juga penjatuhan sanksi pidana terhadap warga sipil yang melakukan

penyalahgunaan senjata api yang sebagaimana diatur didalam Undang-

Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo KUHP, yaitu pidana penjara

selama-lamanya 20 tahun.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah:

a. Proses izin kepemilikan dan penggunaan senjata api harus lebih diperketat

lagi, agar di kemudian hari tidak terjadi kasus penembakan yang bukan pada

tempatnya atau hanya penembakan segai sikap aroganisme saja yang dapat

mengakibatkan jatuhnya korban jiwa karena hal-hal tersebut.

b. Izin yang diberikan harus benar-benar diseleksi secara ketat, terutama untuk

tes psikologi dan tes menembak karena dari kedua tes inilah dapat diketahui

sifat dan juga tingkat emosional seseorang dan juga kemahiran dalam

menggunakan senjata api.

c. Untuk mengkaji persoalan-persoalan senjata api secara komprehensif baik

dari sisi kebijakan, pengawasan, maupun penggunaannya pemerintah perlu

membentuk Komisi Khusus di bidang senjata api.
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